Menurus pendapat BPK, kecunli untuk dempak penyesunian tersebut, jika ada, yang mungkin
perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti Aset Tetap, Neraca Pemerintah
Kabupaten Kudus per wnggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tshun yang berakhir pada
1anggal-tanggal tersebul, menysjikan secara wajar, dalom sernus hal yang materiad, posisi
keusngan Pemerintah Kabupaten Kudus tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, realisasi
anggaran, srus kas dan Catstan atas Laporan Kewangan untuk tahun yang berakhir pada
1angeal-tangeal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerinsahan,

Scbagai bagian darl pemerolchan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangon
tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistém pengendalion intern dan kepatuhan
terhadap  peratwran  perundang-undangan.  Laporan  Hasil Pemerlksaan a1as  Sistem
Pengendalian [ntern dan Kepatuban terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam
Lapacan Nomor 17.B/LHP/BPE/X VIILSMG05/2012 dan Nomor
17.C7LHP BPK NVHLSMG 0572012 tanggal 10 Mei 2012 vang merupakan bagian tidak
terpisahhan dari [aporan ind, ?
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